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Penelitian ini bertolak karena adanya perbedaan pendapat dari anggota
perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Kalimantan Selatan. Bahwa judicial review peraturan perundang-
undangan satu atap oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan oleh dua lembaga
kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui judicial review peraturan
perundang-undangan satu atap oleh Mahkamah Konstitusi menurut perspektif
perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Kalimantan Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) penulis
langsung ke lokasi penelitian untuk mencari serta menggali data yang diperlukan
dengan melakukan wawancara dan dokumenter/studi dokumen kepada informan,
sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah data didapat, penulis mengolah dan
menganalisis data tersebut secara kualitatif.

Berdasarkan hasil wawancara maka penulis memperoleh data, semua
informan menyetujui bahwa judicial review Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan posisinya pada
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan
Pasal 7 ayat 1 hurup b dan Pasal 9 ayat (1) dan (2), pada hierarki peraturan
perundang-undangan. mengenai judicial review satu atap oleh Mahkamah
Konstitusi sendiri, terdapat perbedaaan pendapat diantara mereka, yaitu ada delapan
informan menginginkan judicial review peraturan perundang-undangan satu atap
oleh Mahkmah Konstitusi diuji oleh Mahkamah Konstitusi, dua informan lainnya
menginginkan tetap dualisme pengujian oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi.



